WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA SKPD) TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 telah
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 — 2021;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana
Strategis SKPD yang berpedoman pada RPJMD dan
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD
ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Walikota Blitar tentang Penetapan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Tahun 2016 — 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3243);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar
Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010
Nomor 2) ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1) ;
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 1) ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar



2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016

Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA

STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA
SKPD) TAHUN 2016 - 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BLITAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kota Blitar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan ini.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikaotf
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah
Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah / Lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu
pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar
terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok
program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang
secara substantif memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap perangkat daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu)
tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja dan pembiayaannya serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementasa selanjutnya disingkat PPAS adalah
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagaimana acuan dalam

penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.



(1)

(2)

BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 2
Sistematika penyusunan Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
terdiri dari :
a. BABI : Pendahuluan
b. BABII : Gambaran Pelayanan SKPD
c. BABIII : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d. BABIV : Tuyjuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
e. BABV : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
f. BAB VI : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
g. BAB VII : Penutup

Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI RENSTRA SKPD
Pasal 3

Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

a.

Penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 yang memuat
rancangan kerja tahun 2016 — 2021 yang antara lain di dalamnya mengatur
skala prioritas, isu-isu strategis, rencana kerja dan pendanaannya;

Pedoman bagi SKPD dalam menyusun dan memutakhirkan Renja setiap
tahunnya; dan

Pedoman bagi SKPD dalam menyusun rancangan RKA termasuk masukan

dalam menyusun rancangan KUA-PPAS setiap tahunnya.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RKPD, Renja, KUA, PPAS, dan Rancangan APBD

setiap tahunnya:

a.

SKPD menggunakan Renstra SKPD sebagai pedoman dan sumber utama
dalam penyusunan Renja setiap tahunnya; dan

Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang

bersangkutan.



Pasal 5
SKPD menelaah pemanfaatan dan kesesuaian antara Renstra SKPD dan RPJMD

Tahun 2016 - 2021.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 2 Desember 2016
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 2 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

" _Juari

,vPem/bina Tingkat [
NIP. 19651204 198603 1 006



